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g BUPATI KARANGANYAR IR
'PROVINSI JAWA TENGAH
7 PERATURAN BUPATI KARANGANYAR S
- NOMOR 15 TAHUN 2020 |
 PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN o
PEJABAT PENGELOLA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH. -
' UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
~ YANG BERASAL DARI TENAGA PROFESIONAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

T - DUPATIKARANGANYAR, -
- Menimbang i a. 'bahwa dalam rangka. pemngkatan mutu pelayananf o

kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah - o

"~ diperlukan Pejabat Pengelola dari Tenaga Profeswnal.; :
- yang kompeten dan berkuahtao, : ‘ S

. b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Permendagrl “::’_

- Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan
Umum Daerah (Berita Negara Repubhk Indonesia -

‘ Tahun 2018 Nomor .1213) jo. Pasal 10 Peraturan:
Bupati Karanganyar Nomor " 65 Tahun 2019 tentang
" Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit -

Pelaksana Teknis Rumah Sakit ‘Umum Daerah v, -

- {Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 -
Nomor 65) disebutkan bahwa Bupati mengatur lebih.
lanjut mengenai  pengadaan, “persyaratan,

pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja,

" hak, kewajiban dan pemberhentian Pejabat Pengelola

| - yang berasal dari Tenaga Profesxonal » T

"~ c. bahwa schubungan dengan hal sebagaimana -
dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu

menetapkan Peraturan Bupati -tentang Pedoman == =
- Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola =~ =

pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana - :
Teknis Rumah Sakit Umum Daerah yang Berasal
dam Tenaga Profesmnal . ; . R



o Mengi_hgat

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 11950 tentang ‘
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang =

~ Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik -
‘Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
~ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. bUndang-Undang‘{Nofnor' 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab

- Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang ‘Nomor 36 Tahun 2009 te}ntang"

-~ Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesi.
“Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

“Undang- Undang Nomor 44 ::'I‘ahun- 2009 -tentang
- Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia
“Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran

Negara Repubhk Indonesia Nomor 5072),

. Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang'

Pemerintahan -Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

" tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang.

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah |
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

- Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repubhk,
- Indonesia Nomor 5679); s

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang

' Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik
‘Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan |
~‘Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);



10.

11,

12,

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
‘Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas - Peraturan Pemerintah

Nomor = 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan -

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran: Negara Repubhk Indonesia

-Nomor 5340);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 ’I‘ahun B

2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan

‘Badan Layanan Umum Daerah;

‘Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3

Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Upaya
Kesehatan  Perseorangan ~ (Lembaran  Daerah
Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 3,
Tambahan Lembaran - - Daerah Kabupaten
Karanganyar Nomor 55);

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan - 3

Perangkat ~ Daerah  Kabupaten  Karanganyar
(Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun

- 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah -

Kabupaten Karanganyar Nomor 67), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten

- Karanganyar Nomor - 22 = Tahun 2019 tentang .
‘Perubahan - atas -Peraturan Daerah Kabupaten

- Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang

13,

14.

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten  Karanganyar (Lembaran ‘Daerah
Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 22,

‘Tambahan = = Lembaran Daerah Kabupatén v

Karanganyar Nomor 113);

Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 53 Tahun20 17 -
tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana

Teknis Pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah
‘Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 33);

Peraturan Bupati  Karanganyar Nomor 65 Tahun ,
2019 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum -
- Daerah Unit Pelaksana teknis Rumah Sakit Umum

- Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar .
Tahun 20 19 Nomor 65). ’ '



Menétapkan

'MEMUTUSKAN :

. PERATURAN  BUPATI = TENTANG  PEDOMAN

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT

- PENGELOLA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM

: _v - DAERAH YANG BERASL DARI TENAGA PROFESIONAL.

-~ BABI
~ KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Dalam Peraturan Bvupati ini yang'dimaksud dengan :
' * 1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagal unsur

- penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom. :

© 3. Bupati adalah Bupat1 Karanganyar

. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya
disingkat BLUD adalah satuan kerja perangkat daerah

atau unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah di

lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk -
memberikan layanan pada masyarakat berupa
penyedian barang atau jasa yang dijual tanpa
mengutamakan mencari keuntungan dan dalam
melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip
efisiensi dan produktifitas.

5. Rumah Sakit adalah n‘lStltuSl pelayanan kesehatan |

yang menyelenggarakan  pelayanan = kesehatan -

perseorangan secara paripurna yang menyediakan
pelayanan rawat 1nap, rawat jalan dan gawat darurat.

6. Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis v
Rumah  Sakit Umum Daerah yang selanjutnya
disingkat BLUD UPT RSUD adalah Unit Kerja pada
Satuan - Kerja ~Perangkat Daerah di lingkungan -
Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar yang
‘menerapkan . Pola ~ Pengelolaan - Keuangan Badan
‘Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). : '

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dmas Keschatan .
. Kabupaten Karanganyar - v Ce



10,

i1,

12.

Tenaga Profesional adalah tenaga profesional lainnya -
sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 3 ayat (9)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah yaitu
pegawai yang bukan Pegawai Negeri Sipil maupun
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)
yang dapat diangkat dan dipekerjakaan pada BLUD

UPT RSUD secara kontrak atau tetap.

PeJabat Pengelola BLUD adalah Pejabat yang -
bertanggung jawab terhadap kmer_]a operasmnal dan .
keuangan BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat
keuangan, dan pejabat teknis yang sebutannya

- disesuaikan dnegan nomenklatur yang berlaku pada
"BLUD. - .

Direktur BLUD UPT RSUD adalah Pem1rnp1n BLUD
UPT RSUD. -

Pejabat Keuangan adalah Pengguna Anggaran, Kuasa
Pengguna Anggaran,  Pejabat =~ Penatausahaan
Keuangan, Bendahara Penerimaan, Bendahara

Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu B
-pada BLUD UPT RSUD.

Pejabat Teknis adalah Kepala Bldang Pelayanan Medik
dan Keperawatan dan Kepala Bidang Penunjang Medik

o dan Non Medik.

13,

- 14.

16.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola
Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai tugas

melaksanakan - pengelolaan APBD dan bertindak
sebagai bendahara umum daerah. :

Praktek Bisnis yang Sehat adalah penyelenggaraan'
fung51 - organisasi ~ berdasarkan  kaidah-kaidah
manajemen yang baik dalam rangka pemberian
layanan yang bermutu, berkesmambungan dan

- berdaya saing."
15.

Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra
adalah dola:men perencanaan BLUD untuk perlode 5
(hma) tahunan. :

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada
pemerintah daerah - selaku ~ pengguna
anggaran/pengguna barang. ’ .



o
SN ‘selanjutnya disingkat APBD adalah’ rencana keuangan,

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang -

. tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan

disetujui bersama oleh pemerxntah daerah dan Dewan

L Perwakilan. Rakyat Daerah dan dltetapkan dengan o

. --_::;peraturan daerah o B o | .
'T:’ij18‘,:'Rencana Blsms dan Anggaran yang selan‘]utnya”'b
 disingkat RBA -adalah dokumen rencana anggaran =
~  tahunan BLUD yang disusun dan- disajikan sebagai - -
T jbahan penyusunan rencana kerJa dan anggaran SKPD. - -
‘1'9.:_ Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya
L dlsmgkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan

~ dari penganggaran yang- beI’lSl rencana pendapatan,

.~ . rencana belanja program dan kegzatan SKPD serta -
S rencana . pemblayaan sebagal dasar ‘penyusunanv BURE
~ APBD. AN N : et
200 -
L "dlsmgkat _DPA adalah  dokumen ‘yang ‘memuat =
. pendapatan, belanja dan pemblayaan yang dlgunakan_ -

Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selan_]utnyav"

' sebagax dasar pelaksanaan anggaran. - '

Pengangkatan Tenaga Profesional adalah penetapan‘:.i B
-~ Tenaga Profesional ke dalam- kedudukan Jabatan:: .

o  tertentu pada BLUD UPT RSUD

oo

v Pemberhentlan : Tenaga Profesmnal - adalahf -
o v-'pemberhentlan yang mengaklbatkan seseorang tldak_”» .

o v‘:j--;;’-flagl men_]adl Pegawa1 pada BLUD UPT RSUD.:

Penunjukan adalah cara penempatan pada kedudukan .
~ jabatan tertentu dengan memperhatlkan kompeten31/ S
" keahlian, - kelangkaan profesa v pengalaman dan L

o kebutuhan BLUD UPT RSUD

. pelayanan kcsehatan yang dlberlkan kepada seseorang
- dalam rangka promotlf preventlf kuratlf dan"
L rehabxhtatlf ’ A o o .

Staf Medis adalah Dokter Urnum Dokter Glgl, danv;. PP

o ':.: f25.’ B
' Dokter Spesialis yang bekerja purna waktu maupun'i"

Pelayanan g Kesehatan adalah segala, keglatan}’.-

BRI paruh waktu d1 Un1t Pelayanan RSUD



26 Staf Keperawatan adélaﬁ PéraWat dan ; B1dan -
yang- telah terikat perjanjian dengan Rumah Sakit

v   :"':,j-i}*keputusan penempatan di Rumah Sakit dari pejabat
. ‘yang berwenang dan memiliki kewenangan untuk
. melakukan tindakan keperawatan - mandiri maupun

kit

Pasal 2

R ' maupun  yang ditetapkan  berdasarkan = surat - .

t1ndakan pendelegaman dan Profe51 Iam di Rumah'z‘ B

(1) Bupatl N bertanggung _]awab jv atas kebljakan;,_f,;“j:v.:””»v

G penyelenggaraan pelayanan umum

:. (2] s Pejabat Pengelola BLUD UPT RSUD bertanggung Jawab D

. atas - pelaksanaan’ pembenan layanan umum  pada a

. 'dlhasﬂkan e

S BAB o
PEJABAT PENGELOLA

| Pasal 3

a ”'j‘(l) Pejabat Pengelola yang dlatur dalam Peraturan“:_‘
~ . Bupati. ini adalah Pe_]abat Pengelola yang berasal
“dari ’I‘enaga Profesmnal ’ Sl .

el (2) P’_‘Pe_]abat Pengelola pada BLUD UP’I‘ RSUD mehputl .
' a Direktur BLUD UPTRSUD; SEREE
R b Pejabat Keuangan, dan
A Pe_]abat Teknis." '

 Bupati..

- Sipil.

" BLUD UPT RSUD terutama pada aspek manfaat yang B

o (3) .'PeJabat Pengelola dlangkat dan dlberhenukan olehb S

A‘(Z‘l‘j_"'kaecuallkan dan ketentuan pada ayat (1) adalah
.~ Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat -
(@) huruf b yang harus berasal dar1 Pegawal Negerl';v,v, E

L (S) Dlrektur BLUD UP’I‘ RSUD sebagalmana dlmaksud'., j'v

o ‘ Bupati,

'- f»",RSUD o

 pada ayat (2) huruf a bertanggung Jawab kepadaf o |

(6) ;PeJabat Keuangan dan Pejabat Tekms sebagalmana:;' | -
. dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf ¢ =
»T_bertanggung Jawab kepada Dlrektur BLUD UP’I‘ L



[~
.

Pasal 4

Dlrektur BLUD UPT RSUD sebagalmana dlrnaksud»-

- dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a mempunyal tugas:

oa memlmpm, o mengarahkan . membina, -
- mengawasi, mengendalikan, dan ‘mengevaluasi -
.. penyelenggaraan kegiatan BLUD UPT RSUD agar T

~ lebih efisien dan produkt1v1tas, S

‘l‘}'a}"-merumuskan penetapan kebl_]akan tekms BLUD :_ o .
~ UPT. RSUD serta kewajiban lainnya sesuai = -
”dengan kebljakan yang . telah dltetapkan oleh S

. Bupatl

e 'menyusun Renstra

.j_'menylapkan RBA;

" e. mengusulkan . calon v pejabat keuangan dan:
= pejabat teknis kepada Bupatl sesuai denganv o

o “‘ketcntuan, SR S , : e

- f." menetapkan pejabat lamnya ‘sesuai dengan', e

L fkebutuhan BLUD UPT RSUD selain pejabat yang - -

©. | telah dztetapkan ’ dengan ‘ peraturanv o

s pemndangan‘undangan, o .
g mengoordinasikan pelaksanaan kebljakan BLUD__
~ UPT. RSUD ' yang dliakukan oleh\ pejabat

: keuangan dan pe_]abat teknls

- h vmengendahkan tugas pengawasan 1nternal

menyampalkan dan rnempertanggung]awabkan’_ o -
.~ - kinerja operas;onal ‘serta keuangan BLUD UPT
o ';;RSUD kepada Bupatl, dan . S

_} 'melaksanakan tugas lamnya yang dltetapkan {v3'

~oleh Bupat1 sesual dengan kewenangannya

Direktur BLUD UPT RSUD dalam- rnelaksanakanf_‘ S

- x“»_f_tugas . sebagalmana dimaksud . pada ayat (1),

~ _profesional tidak dapat bertmdak ‘selaku kuasa‘.»f o

g " mempunyai fungsi sebagai penanggung]awab umum': R
L .l perasmnal dan keuangan o Sk =

. PasalS ot
Dlrektur BLUD UPT RSUD yang berasal dan tenaga

gl ",:_wpengguna anggaran /kuasa pengguna barang

‘Dalam hal Direktur BLUD UPT RSUD berasal dari
. tenaga profes1onal maka pejabat keuangan dltun_]uk S
-sebagai  kuasa - pengguna anggaran/ kuasa’.ﬁ .
- pengguna barang. . v L oK




R .

d : melaksanakan tugas lalnnya yang dltetapkan_ - :
' oieh Bupati = dan/atau Direktur BLUD UPT .

Pasal6

1, Pejabat teknis sebagalmana dlmaksud dalam Pasal '
~ 3ayat (2) huruf c mempunyai tugas: R
' a. menyusun -perencanaan kegiatan teknls' IR

. operasional dan pelayanan di bldangnya’ SRS
b. melaksanakan keglatan teknis operasmhal dan Co e
R ~.~pelayanan sesuai dengan RBA; e
R C - memlmpm dan mengendahkan keglatan tekms"f'*f‘v o

. operasionai dan pelayanan dlbldangnya dan

3 'RSUD sesuai dengan kewenangannya

Pejabat : tekms - dalam melaksanakan tugasv-' , -
- sebagaimana dimaksud pada ayat (1). mempunyai -~ .~
~ fungsi sebagai. penanggunglawab kegiatan tekmsg*_

R ‘_operasmnal dan pelayanan di bIdangnya

@

Pelaksaaaan tugas pejabat teknls sebagalmana ECEEERE

. . dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan mutu,

. standarisasi, administrasi, - “peningkatan kuahtasfﬁ o
. sumber daya ‘manusia dan penlngkatan sumber'»'-_'
o daya lalnnya - n SR

BAB III

o PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA o

Baglan Kesatu
Umum -

Pasal 7

" BLUD UPT RSUD dapat mengangkat pejabat_' o
-pengelola dari tenaga profesmnal R

'-.}Pengangkatan - pejabat pengelola darl tenaga o

. profesional - sebagalmana d1maksud pacla ayat () - .

-+ dilaksanakan ‘sesuai “dengan . kebutuhan, R
o fprofes1onahtas kemampuan ,_'keuangan ~dan .
. berdasarkan - pr1n81p efisiensi, ekonomis dan- .

- produktif dalam rangka menlngkatkan pelayanan L

BLUD UPT RSUD kepada masyarakat

R profesmnal dapat dxpekerjakan secara kontrak atau -

Pejabat pengelola yang - berasal - dari tenaga x



S (4); :‘

'Pengangkatan kembah untuk penode masa Jabatan‘ |
3 ‘berxkutnya pahng tmggl berusaa 60 (enam puluh)
tahun : o :

" Pengangkatan pejabat pengelola _. darl ’ tenaga, o
-~ ..profesional sebagalmana dimaksud pada ayat (1)- =
- dilaksanakan. - -berdasarkan kompeten31 - dan
. kebutuhan Praktek BlSI‘llS yang Sehat. - o
o (7) 'vKompetens1 sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) R
~_berupa = pengetahuan, keahlian, keterampilan,

Integrltas, kepemlmpman, pengalaman, ~dedikasi

~dan , sikap perilaku “.yang - dlperlukan dalam.g :

e 'pelaksanaan tugas _]abatannya L

Pasal 8

Direktur  BLUD UPT RSUD dlangkat dain'_':ix},-:

S ‘dzberhentzkan oIeh Bupatl

Pejabat Teknis dxangkat dan dlberhentlkan oleh
S Bupatl atas usul Dlrektur BLUD UPT RSUD. o
@) .
- dimaksud pada’ ayat (2)  dalam hal terdapat - - -
'.‘v'kekosongan jabatan Direktur BLUD UP’I‘ RSUD, =

'_leecuahkan R darl - ketentuan sebagalmana"._f"f S

" maka pengangkatan dan pemberhentlan Pejabat

. ‘.,‘ (}1”)

- Teknis d1usulkan oleh Kepala D1nas

Pasal 9

:'Dxrektur BLUD UP’I‘ RSUD bertanggung Jawab_' o
: .*fkepada Bupat1 EE L

e (2) ’PeJabat Teknis bertanggung jawab kepada D1rektur S

-~ BLUD UPTRSUD:

Pejabat pengelola _yang  berasal dari - tenaga

- profesional diangkat untuk masa jabatan paling
lama 5 (hma) tahun’ dan dapat diangkat kembali -
-~ untuk (satu) kah penode ‘masa . Jabatan o
igberlkutnya s T



Baglan Kedua o
Persyaratan Jabatan B
Pasal 10

_: .";> "(1) Persyaratan tenaga profeswnal , untuk dapat'f'
SRR idlangkat sebaga1 Dxrektur BLUD UPT RSUD yaltu

‘tenaga medls yang. mem1hk1 pengetahuan
. keahlian, = keterarnpﬂan - integritas,

| praktek blSI’llS yang schat pada BLUD UPT
RSUD; ’

"b. cakap rnelakukan perbuatan hukum dan t1dak |

;kepemlmplnan pengalaman dedikasi dan sikap - .
-~ perilaku yang dibutuhkan dalam pelaksanaan

- pernah menjadi plmpman/ pengurus perusahaan‘ o

- yang dinyatakan pailit; | -
" c. bersedia berhenti dari: Jabatan/ pekerjaan laln ,’

B - yang. berpoten51 menlmbulkan - pertentangan .

S kepentingan dan/ atau bertentangan dengan

'~ Direktur BLUD UPT RSUD apabila dltetapkan‘ o
_fj:'menjadl Direktur BLUD UPT RSUD; ‘ o

c "’pada BLUD UPT RSUD; ‘
. e. berusia pahng tmggl 60 (enam puluh) tahun

pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan sebagai- .

Yo o d. sanggup menJalankan Praktek BISI‘IIS yang Sehat

'3.}.,_f_.v;'dlkecuahkan dari ketentuan pada huruf e_

- apabila memenuhl kondisi tertenty, yaltu

' tata kelola rumah sakit; -

1) mermhk1 kompetens1/keahl1an teftentuﬂ"»,
'dan/atau pengalaman dalam manajemen_

2) terdapat kekosongan _]abatan Dlrektur BLUD R

* UPT RSUD dalam masa transisi perubahan .

struktur- ‘organisasi yang ‘disebabkan oleh -

o ,f =perubahan peraturan perundang-undangan

- 3) _proses  seleksi tidak menghasilkan calon

*Direktur BLUD UPT RSUD yang memenum

e . persyaratan yang telah ditetapkan; dan/atau
4 berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya - =
- dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan;-. ?»; ;

o .'vfung31 orgamsa31 -sesuai | kaidah-kaidah -

manajemen  yang  baik’ dalam rangka

.v . pemberian layanan ‘yang N bermutu -

o E berkesmambungan dan berdaya samg



(2) .Pengangkatan tenaga profesional sebagai Direktur
- BLUD UPT RSUD oleh Bupati dengan pengecualian

~ persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf f dilakukan melalui penunjukan. : .

(3) Pengangkatan tenaga profesional sebagai Direktur
- BLUD UPT RSUD dengan pengecualian persyaratan

- sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat
~dilakukan untuk 1 (satu) kali masa Jabatan -

(4) Persyaratan tenaga profesmnal untuk ‘dapat
- diangkat sebaga1 Pejabat Teknis BLUD UPT RSUD
 yaitu: _
a berprofesx sebagai- dokter atau dokter gzgl atau
sarjana kesehatan yang memiliki pengetahuan,
keahlian, keterampilan, integritas, pengalaman,
dedikasi dan sikap perilaku yang dibutuhkan

dalam pelaksanaan praktek blSI‘llS yang sehat

pada BLUD UPT RSUD;

" b. berkelakuan baik dan memiliki. dedlka31 untuk
_ mengembangkan usaha guna kernandlrlan BLUD
RSUD; :

- ¢, bersedia berhenti dari Jabatan/ pekerjaan lain di
- luar BLUD RSUD apabila dltetapkan menjadl
Pemimpin BLUD RSUD;

- d. bersedia membuat ~ surat pernyataan
kesanggupan untuk men_]alankari praktek bisnis
yang sehat pada BLUD RSUD;

~e. sudah pernah atau sedang beker_;a d1 BLUD

- RSUD;

1. berusia palmg tmggl 60 (enam puluh) tahun

Bagian Ketiga
Tata Cara Pengangkatan

Paragraf 1
' Umum ’

Pasal 11

Pengangkatan pejabat pengelola dari tenaga profesmnal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan
melalm Seleks1 atau Penunjukan



v Paragraf 2 |
- Selek51 '

Pasa112
o : (1") N Pengangkatan pejabat pengelola dar1 _’"ten'aga' .

o pembentukan kepamtlaan yang terdlrl darl
s .'_fa Panitia Seleksi; ” B
o - b Sekretarlat

(,2) ] Pamtla Selek31 ' dan ’ S’él:{retsi‘fiaf} B ée‘vbag'aimana

. profesional melalui: seleksi dilaksanakan dengan

© dimaksud = pada . ayat (1) d_1tct"apkanf‘ ‘dengan S

L - L Keputusan Bupat1 L o CL
3 APamtla Seleksi sebagazmana dlmaksud pada ayat (1)

. Perangkat Daerah terkalt sesual kebutuhan

e ‘huruf b terdm dari unsur BLUD UPT RSUD.

S mempunyal tugas sebaga1 berlkut

‘huruf a terdiri dari unsur BLUD UPT RSUD, dan o o
: (4) Sekretariat. sebagalmana dimaksud pada ayat (1) -

(5)  Panitia Seleksi sebagalmana dlmaksud pada ayat (3)} L

Coan menetapkan persyaratan dan tata cara selekSI, T

"_'vmengumumkan pe]aksanaan selek31, -
. melaksanakan. seleksi; - L
. mengumumkan hasil seleksx, dan

‘o a0 T

) ‘Bupati.

- fjf,:mempunyal tugas - membantu pelaksanaan tugas -

melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada

(“6');1' Sekretarlat sebagalmana dlrnaksud pada ayat (4) j~ N

 Panitia  ~ Seleksi  yang berkaltan ‘ dengan CL

RS penyelenggaraan adm1n1stras1 proses selek31

RPN Pasal 13 .
_ 5:'Selek31 dalam rangka pengangkatan pe_]abat pengelola
o dar1 tenaga profesmnal mehputl tahapan '
Cas Pengumuman T SN SR
b Pendaftaran pelamar, s T
o Pelaksanaan selek81, dan T
A d Pengumuman hasﬂ selek81 R




(1)

@ ;'
. dimaksud pada ayat (1), Panitia' Seleksi dapat

(1)

(2}

®

[OE

~ berhenti/ diberhentikan karena:

Pasal 14

’I‘ahap'ah seleksi sebagainiana, dimaksud dalam

“Pasal 13 meliputi :

a. Selek31 Adrnmlstram

b Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK); dan

- Wawancara.

Dalam pelaksanaan tahapan seleksi: sebagalmana

bekerja sama dengan Perguruan Tinggi, dan/atau
Lembaga lain yang profesional dan kompeten. '

- Paragfaf 3
~ Penunjukan

Pasal 15

‘Dalam kedudukannya sebagai pénanggung jawab
kebijakan  penyelenggaraan = pelayanan umum,
‘Bupati berwenang menunjuk tenaga profesional

sebagai pejabat pengelola pada BLUD UPT RSUD.
Penunjukan tenaga profesional sebagai pejabat

‘pengelola pada BLUD UPT RSUD dilaksanakan
~ berdasarkan - pertimbangan untuk: “mewujudkan
layanan umum yang efektif, efisien, ekonomis,

transparan  dan bertanggung jawab dengan
memperhatikan  asas keadilan, kepatutan dan-:
manfaat sejalan dengan Praktek Bisnis yang Sehat.

Dlsampmg pertlmbangan sebagalmana dlmaksud
pada ayat (2), penunjukan tenaga profesional -

' sebagai'pejabat pengelola pada BLUD UPT RSUD
- oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan sesuai urgensi, kebutuhan dan
adanya kondisi tertentu. - ‘

’ - BAB IV
PEMBE‘RHENTIAN PEJABAT PENGELOLA

R Pasal 16 : |
Pejabat Pengelola pada. BLUD UF’l‘ RSUD

a. meninggal dunia;

b. berhalangan tetap selama 3 (tiga) bulan

~ berturut-turut;



@

(1)

@)

@)
S sebagaimana dimaksud ayat (2) sebagai berikut:

c. tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya
. dengan baik berdasarkan rekomendas1 Dewan ‘
,Pengawas, '

" d. melanggar visi, misi, kode etik peraturan

- kepegawaian atau ketentuan- ketentuan lain
- yang telah ditetapkan; :

e. terbukti rangkap Jabatan sebagairnana

dimaksud dalam Pasal 24 Peraturan Bupati

- Karanganyar Nomor 65 Tahun 2019 tentang Pola

- Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit
Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah;

- f. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat

" diterima sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
~ dan/ atau »

g dijatuhi hukuman pidana berdasarkan putusan

B pengadllan yang telah mem1hk1 kekuatan hukum

tetap.

Dalam hal terdapat perubahan struktur orgamsas1
pada BLUD UPT RSUD, Pejabat Pengelola BLUD
UPT RSUD diberhentikan oleh Bupati dan dapat

- diangkat kembali sesuai ketentuan - peraturan

perundang»undangan yang berlaku

Pasal 17

,Pemberhentlan Pejabat Pengelola BLUD UPT RSUD’

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1)
dilakukan melalui usulan Kepala Dlnas kepada

' Bupatl

Dikecualikan dan ketentuan pada ayat (1) untuk
alasan sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 16 ayat
(1) huruf f.

Tata cara pefnberhentian" pejabat  pengelola

" a. Untuk jabatan Direktur BLUD UPT RSUD

dengan cara mengajukan ~ permohonan
pengunduran diri kepada Bupatl rnelalul Kepala B
Dmas :



v ——————re

Q)

(2)

b. Terhadap - pengajuan  pengunduran  diri
‘sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala
Dinas melakukan klarifikasi dan analisa sebagai

- pertimbangan untuk penyampaian usulan
penetapan pemberhentian Direktur BLUD UP’I‘
RSUD kepada Bupati;

c. Untuk Jabatan Pejabat Teknis dllakukan dengan :

cara mengajukan permohonan pengunduran diri -
kepada Bupati melalui Direktur BLUD UPT
- RSUD dengan tembusan Kepala Dinas; '

d. Terhadap - pengajuan  pengunduran diri

sebagaimana dimaksud pada huruf ¢, Direktur

. BLUD UPT RSUD melakukan klarifikasi  dan

analisa  sebagai = pertimbangan = untuk
penyampaian usulan penetapan pemberhentlan
Direktur BLUD UPT RSUD kepada Bupati
melalul Kepala Dmas :

'  BABV :
HAK DAN KEWAJIBAN PEJABAT PENGELOLA

Pasal 18

Pejabat pengelola berhak mendapatkan remunera31

- yang rnehputl
‘a. gaji yang bersifat tetap setlap bulan,

b. tunjangan tetap, insentif dan bonus 'yang
‘bersifat tambahan; | '

c. hak kepegawaian lainnya sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan, _ -

Pejabat pengelola wajib melaksanakan tugas dan

fungsi jabatannya serta mematuhi semua ketentuan
peraturan perundang-undangan berkaitan dengan

: penyelenggaraan tata kelola BLUD UPT RSUD serta

menJaIankan prmsxp Praktek Bisnis yang Sehat



. BAB VI
- KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupau ini mulai berlaku pada tanggal__b

- diundangkan. '
- Agar setlap orang mengetahumya memerintahkanv

Diundangkan divaa‘ranganyar

, Karan ganyar

pengundangan  Peraturan Bupati ini  dengan
penempatannya dalam ~ Berita Daerah Kabupaten

Ditetapkah di Karanganyar .
pada tahggal 6 Februari 2020 v
- BUPATI KARANGANYAR,
o td. |
JULIYATMONO

pada tanggal 6 Februari 2020
'SEKRETARIS DAERAH - |
KABUPATEN KARANGANYAR

| ttd.
SUTARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2020 NOMOR 15

Sahnans uai dengan ashnya

ARIAT DAERAH

ﬂ' O ARANGANYAR,




